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1.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa sesuai dengan Lampiran huruf E, angka 37 huruf b,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu
dilakukan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga akibat
pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa
menyelesaikan pekerjaan sehinggamelampaui Tahun Anggaran
2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun
2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang
Terdampak Penataan Birokrasi perlu dilakukan pergeseran
anggaran antar rincian objek dan/atau sub rincian objek,

a.

b.

. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D huruf a dan huruf h,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi,
antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub
kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar
rincian objek dan/atau sub rincian objek dan pada kondisi
tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui
ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di
tingkat nasional atau daerah, untuk itu perlu dilakukan
perubahan Peraturan Bupati,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 62 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Pembentukan
Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103),

Ra



10.

. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang2.
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851):

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan3.
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)::

4.

5.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem6.
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210):
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234):

7.

8.

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran9.
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679):



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

13.

19.

20.

21.

22.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340):
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61775
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42):
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentangTata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran



Menetapkan :

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431):
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya:
Canun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh,
Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila:
Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Barat Daya Tahun Anggaran 2022:
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 62 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022:

Ne

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 62 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor
62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.000.044.842547.-
bertambah/(berkurang) sebesar Rp1.589.860.080.- sehingga



menjadi sebesar Rp1.001.634.702.627.- dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp898.637.580.732.-
b. Bertambah/(berkurang) Rp0,-

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan
Rp398.6537.580.732.-

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp1.000.044842 547 .-
b. Bertambah/ (berkurang) Rp1.589 .860.086.-
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan

Rp1.001.634.702.627.-
Surplus/ (Defisit)

(Rp102.997.121.895.-

"1

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp111.407.261.815.-
2) Bertambah/(berkurang) Rp1.589.860.080.-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

Rp112.997.121.895.- A
b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp10.0090.000.000.-
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Rp10.000.000.600.-
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan

Rp102.997.121.895.-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan

Rp0,-

. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai
berikut:

2.

Pasal 60

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini terdiri dari:
l. Lampiran! : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD YangDiklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,

Can Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan:

2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan:

3. Lampiran IH : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah:

4. Lampiran IV: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial:

5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat
Umum:

5. Lampiran VI: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah Desa.



3. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 62

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang- undangan.

|

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
sita —————

fovoan
ACEH BARAT DAYAS |

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 AM 2022 M

13 Yowlkkaleur 1443 H

SEKRETARIS DAERAH

1
AKABUPATEN ACEH BARAT DAY

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 20

13 TUMU 2022 M
18 TowEKerdaR, 1443 H

Af


